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ABSTRAK 

 

Peredaran narkotika semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah 

membuat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-

undang yang lama dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 ialah bentuk Badan Narkotika 

Nasional. (BNN) dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional dengan pertimbangan 

bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan ketentuan tindak pidana narkotika dalam kajian hukum positif di 

Indonesia serta penanganannya menurut Undang-Undang tersebut. Tindak pidana diatur secara luas 

dimulai dengan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mana mengatur tentang pasal-pasal 

ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa 

hukuman mati. Dalam UU No 22 tahun 1997 ini diatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana 

Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. 

Pada tahun 2009, ketentuan UU No 22 tahun 2007 dirubah dengan  undang-undang nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika.  

 

Kata Kunci: Penanganan Tindak Pidana,  Narkotika, UU No 35 Tahun 2009 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini 

disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua 

dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus 

transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini 

peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang 

dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal 

bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran 

gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi 

muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. 

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban 

(victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana 

berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.
1
 Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan 

dan pengedaran nakotika secara illegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta 

mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum 

narkotika.
2
 Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat 
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penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun 

transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya 

Undang-undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan 

mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 

tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 

Tahun 2009 karena Undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani 

peyebaran dan peredaran gelap narkotika. 

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan 

kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan 

menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan 

menimbulkan akibat yang sangat merugika perorangan maupun masyarakat khusunya generasi muda 

bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa 

yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
3
 

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi 

muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial 

masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan 

dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi 

penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan 

dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang 

selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.
4
 

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana 

narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan 

inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organizeci crime) dan sudah bersifat 

transnasional (transnational crime) 

Peningkatan pengendaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada 

umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama 

bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping 

itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman 

yang serius bagi kehidupan umat manusia.  

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat 

penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat 

pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat 

ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejateraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain 

narkotika sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisional pun 

sudah tersusupi.
5
 

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, 

hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan 

dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. 

Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di 

masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.
6
 

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, 

seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan 

sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan fungsi pemidanaan tidak lagi 

sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegerasi sosial 

Warga Binaan Pemasyarakatan.
7
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Di dalam perkembangannya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukan 

kecenderungan yang semakin meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya 

hidup bagi sebagian banyak masyarakat modern. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang 

menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampanya 

penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi 

masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pecegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya 

pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkoba), pencegahan 

sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkoba untuk tidak menjadi adiksi) dan 

pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi. 

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan, oleh karena itu 

Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkotik. Selain itu gaya yang serba konsumtif dan 

susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan faktor penyebab seseorang menjadi pengedar 

narkotika, keuntungan yang berlipat pun juga bisa di dapat dari bisnis gelap peredaran gelap narkotika 

ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan 

beresiko di mata hukum. 

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran Narkoba telah bersifat transnasional 

yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung 

oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan 

generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Sehingga dalam perjalanannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 merupakan bukti dari keseriusan 

pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun dalam 

pengaplikasiannya peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini 

kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat.  

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat 

pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-undang 

No.35 Tahun 2009 ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN yang dibentuk 

menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan 

bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. 

Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga 

yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan BNN ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik 

pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. 

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi 

perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya 

pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. Pengurangan kekuasaan dapat 

menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat 

dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang 

bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat 

apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya the elimination of power is a show of 

power akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan 

menggangu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkotika secara komprehensif.
8
 

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2009, organisasi BNN diatur 

melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, terdapat perbaikan atau penguatan yang 

cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba ini. Jika semula 

hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka undang-undang yang baru 

mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional. Juga, dengan undang-undang tersebut, 

permasalahan pembentukan BNN di Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi terkendala oleh Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang tidak mengatur pembentukan 

BNP/BNKab/Kota. Meskipun hal tersebut dapat diatasi dengan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, tetapi sampai dengan tahun 2009 akhir baru terbentuk 14 BNP. Ini berarti, proses 
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pembentukannya sangat terkait dengan kondisi politik di daerah dan keterbatasan anggaran 

pemerintah daerah. 

Pasal 64 menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk BNN, sebagai lembaga pemerintah 

nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Selanjutnya berdasarkan pasal 65, BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. BNN memiliki perwakilan di daerah provinsi 

dan kabupaten/kota yang secara organisatoris merupakan instansi vertikal. 

BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa 

deputi. Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Apabila melihat persyaratan yang 

harus dipenuhi, maka Kepala BNN sepertinya harus dari unsur kepolisian, di mana dalam pasal 69 

butir e disebutkan : “berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling 

singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika”. Kriteria seperti ini hanya dimiliki oleh 

anggota Polri yang secara hukum memang mendapat tugas melakukan penegakan hukum dan 

pemberantasan narkoba. 

Dibandingkan dengan BNN berdasarkan Perpres 83 tahun 2007, tugas dan wewenang BNN 

lebih luas, tidak sekedar menjalankan fungsi sebagai lembaga pengkoordinasi. Dalam Perpres 

tersebut, tugas BNN membantu Presiden dalam : (a) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait 

dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan 

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,prekursor 

dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan (b) melaksanakan P4GN dengan 

membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, 

fungsi dan kewenangannya masing-masing.
9
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan 

BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkotika, karena di sinyalir 

dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkotika sudah di gunakan untuk pendanaan teroris 

(Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik 

(Narco for Politic). Hal ini memang sangat perlu karena pengaruh narkotika yang sangat besar 

terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda sebagai tulang punggung 

pembangunan bangsa. Dengan memperioritaskan penyelesaian perkara narkotika diharapkan bisa 

mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
10

  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika talah banyak dilakukan oleh aparat 

penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini 

diharapkan mampu manjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta 

peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan 

hukum, semakin meningkat pula peerdaran serta perdagangan narkotika tersebut.  Ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun 

demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus 

terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun 

pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah 

operasinya.
11

 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat 

penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna 

meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi 

penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap 

adanya kasus tindak pidana narkotika ialah BNN, yang diharapkan mampu membantu proses 

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.  

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa 
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anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang 

tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2009.  

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tujuan pengaturan narkotika adalah:  

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;  

3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu 

narkotika.  

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya diatur juga sanksi 

hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka BNN diharapkan mampu membantu proses 

penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika 

dewasa ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, BNN diberi kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua 

kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang 

semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, 

status kelembagaan BNN pun ditingkatkan.  

Efektivitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak 

umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni BNN serta para penegak hukum 

yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh 

lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009, maka peran BNN bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu 

proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak. 

BNN adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi 

pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan zat adiktif lainnya.
12

 

 

KESIMPULAN 

 

Ketentuan mengenai tindak pidana diatur secara luas dimulai dengan undang-undang nomor 

22 Tahun 1997 yang mana mengatur tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan 

narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Dalam undang-undang nomor 22 

tahun 1997 ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman 

pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Pada tahun 2009, ketentuan 

undang-undang nomor 22 tahun 2007 dirubah dengan  undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. Dalam Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 

dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan dalam  

undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengatur mengenai sanksi pidana bagi bagi 

para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya 

mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 

(dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut 

dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.  

Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya 

yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Kemudian 

seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika 

ini diganti dengan Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui 

dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama 

tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika. Dalam 
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Undang-Undang No 35 Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan BNN. Secara yuridis eksistensi 

BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 

64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 

75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka 

melakukan penyidikan. Kewenangan BNN ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 

2009 yaitu penyidik BNN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai 

berikut: 1). Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta 

kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 2). Memerintahkan kepada pihak bank atau 

lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;  3). 

Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan 

keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 4). Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 5). Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang 

seseorang bepergian ke luar negeri; 6). Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada 

instansi terkait; 7). Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan 

perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki 

oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 

8). Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan 

pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 
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